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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 “Indonesia adalah negara maritim yang terdiri atas 17.000 pulau lebih, yang 

merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Beranjak dari kondisi geografis 

Indonesia tersebut, maka peranan transfortasi laut dan penyeberangan sangat 

dominan dalam memperlancar arus barang dan manusia. Mengingat pentingnya 

transportasi laut dan penyeberangan, maka penyediaan sarana dan prasarana 

transportasi laut dan penyeberangan harus dapat mengatasi kebutuhan permintaan 

akan jasa transportasi laut dan penyeberangan secara efektif dan efesien.1” 

 “Konsepsi penyeberangan adalah sebagai penghubung dan atau alternatif 

jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan merupakan wujud pelaksanaan 

kebijakan pemerintah di bidang transportasi. Sungai, danau, dan selat adalah 

prasarana yang penting bagi lalu lintas dan perkembangan angkutan di Indonesia, di 

mana selama beberapa ratus tahun yang lalu tumbuh dan berkembangnya secara 

alamiah, tanpa dibina. Jasa angkutan sungai terutama dapat dijumpai pada daerah-

daerah tertentu, di mana prasarana jalan raya belum berkembang dengan baik, maka 

jasa angkutan ini mempunyai peranan yang sangat penting.” 

 “Kepulauan nusantara mempunyai potensi angkutan sungai yang sangat 

besar yang dapat dilayari sampai jauh kepedalaman, di pulau Kalimantan juga 

 
1M.N. Nasution, Manajemen Transportasi. PT. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2007, hlm.148 



 

 

terdapat beberapa daerah, di Sumatera dan pulau-pulau lainnya sehingga potensi 

angkutan sungai perlu dikembangkan sebagai alternatif jalan raya ataupun sebagai 

satu-satunya modal angkutan yang dapat dikembangkan di suatu daerah dan 

umumnya angkutan sungai jauh lebih murah dari pada angkutan jalan raya pada 

daerah tertentu.2” 

 “Berdasarkan pasal 309 KUHDagang ayat (1) bahwa pengertian kapal 

adalah  semua perahu, dengan nama apapun, dan dari macam apapun juga. Definisi 

lebih spesifik dan detail disebutkan di dalam Pasal 1 angka 36 Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2008 mengenai pelayaran yang menyebutkan kapal adalah 

“kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga 

angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan 

yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung 

dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah”.” 

“Dalam hal ini kapal sebagai transpotasi yang banyak digunakan masyarakat 

indonesia untuk melakukan berbagai kegiatan pengangkutan baik pengangkutan 

barang maupun penumpang.” 

 “Dewasa ini, transportasi sangat berkembang pesat dan tidak bisa 

dihindarkan bahwa memang setiap manusia pada saat ini memerlukan transportasi. 

Kapal sebagai sarana dimanfaatkan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya 

dalam bidang pariwisata. Berbagai jenis kapal diantara salah satu kapal transportasi 

sungai yaitu Speedboat. Speeboat yaitu jeniskapal kecil yang biasa digunakan 

 
2Ibid., 149 



 

 

pelaku usaha untuk mengangkut penumpang yang hendak mengunjungi pulau-

pulau yang menjadi destinasi wisata. Speedboat adalah jenis kapal terbuat dari kayu 

dan fibreglass yang dilengkapi dengan mesin tempel 40 hingga 200 PK dengan 

kecepatan tinggi yang mempunyai kapasitas angkut maksimal hanya 6 sampai 12 

orang. Hal ini memungkinkan karena ukuran dari kapal speedboat ini yang kecil 

sehingga mempermudah gerakan dari kapal speedboat tersebut.3” 

 “Sumatera selatan (Sumsel), termasuk salah satu provinsi besar dan luas 

yang memiliki banyak perairan.4Sebagai contoh bagi warga yang berada di daerah-

daerah perairan, seperti warga perairan Muara Sugihan, Muara padang, Air 

Sugihan, Air Saleh, Air Telang, Makarti Jaya, Upang, dan Karang Agung. 

Speedboat sudah menjadi alat transportasi andalan sejak lama. Tidak sedikit 

masyarakat di wilayah ini yang sehari-harinya menggantungkan hidup dengan 

speedboat, baik sebagai alat transportasi untuk berpergian mengunjungi destinasi 

wisata dan juga warga yang tinggal di daerah perairan menggunakan speedboat 

untuk memenuhi kebutuhan belanja maupun ketika saat akan berobat ke kota dan 

banyak keperluan lainnya.5” 

   “Akan tetapi meskipun menggunakan kapal (speedboat), hal ini tidak 

menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan suatu 

kerugian dan ketidakpastian baik individu maupun kelompok. Kecelakaan 

 
3Tri Agus, Jurnal Angkutan Perairan, Vol. 3No. 2, 2014, hlm.123. 
4Sugih Mulyono,”Speedboat Transportasi Andalan Warga Perairan Di Sumsel”, 

Http://Www.Tribunnews.Com/Travel/2015/06/29/Speedboat-Transportasi-Andalan-Warga-Perairan-Di-

Sumsel (Diakses Pada 17 September 2018, Pukul 08.18 WIB). 
5Sugih Mulyono. Op. Cit.  

http://www.tribunnews.com/travel/2015/06/29/speedboat-transportasi-andalan-warga-perairan-di-sumsel
http://www.tribunnews.com/travel/2015/06/29/speedboat-transportasi-andalan-warga-perairan-di-sumsel


 

 

merunjuk kepada peristiwa yang terjadi secara tidak sengaja. Menurut database 

KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) tahun 2011, kecelakaan kapal 

laut yang terjadi di Indonesia paling banyak terjadi karena masalah teknis dan 

human error. Kecelakaan karena masalah teknis sebesar 51% dan 49% karena 

human error.Oleh karena itu perlu diberikan rekomendasi kepada para pihak terkait 

untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan transportasi laut.6” 

  “Dalam proses kecelakaan yang dialami sangat memungkinkan operator 

melakukan kekhilafan atau kesalahan yang berakibat pada kecelakaan yang dapat 

merugikan atau bahkan merenggut jiwa penumpang yang diangkutnya. Berdasarkan 

pasal 40 angka (1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran menandaskan bahwa 

“perusahaan pengangkutan diperairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan 

keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya”. Dalam hal 

tanggungjawab menurut Undang-Undang tersebut perusahaan yang bertanggung 

jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang. Sebagai pihak yang 

bertanggung jawab atas penumpang. Perusahaan yaitu lembaga perwakilan dari 

negara yang mewakilinegara atas timbulnya penjaminan atau pertangguan terhadap 

suatu keadaan.” 

   “Asuransi sosial dalam hal ini Asuransi Jasa Raharja sebagai bentuk 

perusahaan negara. Perseorangan atau badan usaha mengasuransikan 

perusahaannya untuk bertindak melindungi dan menjaga keamanan setiap 

 
6Angga Praditya, Trika Pitana Dan Dwi Priyanta, Jurnal Penumpang Kapal Indonesia, Vol. 5, No. 1, 

2015. hlm. 10 



 

 

penumpang dari bahaya-bahaya yang menimpanya. Jika dilihat lebih lanjut, maka 

tujuan pertanggungan ini adalah untuk melindungi masyarakat, oleh karena itu 

pertanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 Dana 

Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 

tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan itu 

dapat kita sebut sebagai pertanggungan sosial.7” 

  “Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-750/MK/IV/11/1970 

tanggal 18 Nopember 1970 tentang Pernyataan mengenai Perusahaan Negara (P.N.) 

Asuransi Kerugian Djasa Rahardja yang selanjutnya diubah dengan nama PT. Jasa 

Raharja sebagai Usaha Negara untuk melaksanakan penyelenggaraan Dana 

Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas 

Jalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang No. 33 

Tahun 1964, Undang-Undang No.34 Tahun 1964.8” 

   “Sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap warga negaranya, negara 

memberikan jaminan dan perlindungan terhadap warga negaranya yang mengalami 

kecelakaan penumpang maupun kecelakaan lalu lintas. Dibuktikan dengan 

berlakunya UU No.33 Tahun 1964 tentang Dana pertanggungan Wajib Kecelakaan 

Penumpang. Berdasarkan pasal 3 angka 1 UU No. 33 Tahun 1964 yang berbunyi :” 

Huruf a. Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta 

api, pesawat terbang,perusahaan penerbangan nasional dan kapal 

 
7Elfrida Gultom, “Hukum Pengangkutan Laut”,CV. Literata Lintas Media. Jakarta, 2008, hlm.165 
8Ibid., hlm. 168 



 

 

perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui 

pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan 

disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.  

Huruf b. Penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dibebaskan 

dari pembayaran iuran wajib. 

Huruf c. Iuran wajib tersebut pada sub a di atas digunakan untuk 

mengganti kerugian berhubung dengan: 

  I. kematian, dan 

  II. cacat tetap, akibat dari kecelakaan penumpang. 

 

“Dalam pasal ini menyatakan bahwa penumpang yang sah yang mengalami 

kematian dan cacat tetap akibat dari kecelakaan penumpang mendapat hak ganti 

rugi. Berdasarkan pasal 4 angka  (1) dan angka (2) UU No. 33 Tahun 1964 yang 

berbunyi : 

(1) Hak atas pembayaran ganti rugi tersebut dalam pasal-3 dibuktikan semata-

mata dengan surat buktimenurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri. 

(2) Surat bukti tersebut pada ayat (1) diberikan kepada setiap penumpang yang 

wajib membayar iuran bersama dengan pembelian tiket.” 

 

“Yang menjadikan pembuktian dalam pasal 4 angka (1) dan angka (2), bahwa tiap 

penumpang harus memiliki tiket atau tiap penumpang harus mempunyai tiket 

sebagai pembuktian untuk mendapatkan hak tanggung jawab terhadap kecelakaan 

yang dialami korban.”  

“Dalam contoh kasus pada tanggal 30 bulan mei tahun 2018,  kecelakaan 

tabrakan yang dialami Speedboat Rahendi Putra dengan sebuah Speedboat 

berukuran kecil, menurut keterangan pemilik-pemilik speedboat yang berada di 

tempat Dermaga Bekangdam, para penumpang tidak memiliki tiket sebagai 



 

 

pembuktian penumpang yang sah. Menurut keterangan Direktorat Polisi Air Polda 

Sumsel, Taufan mengatakan, speedboat yang dikemudikan membawa penumpang 

yang melebihi kapasitas hingga 28 orang yang semula hanya mampu menampung 

25 penumpang. Tak hanya itu, minimnya alat keselamatan pun menjadi sebab 

banyaknya korban meninggal.9 Sementara itu, Kepala PT. Jasa Raharja Cabang 

Sumsel, Taufik Adnan mengatakan, seluruh korban speedboat yang tabrakan akan 

mendapatkan santunan sesuai Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964tentang Dana 

Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Berdasarkan data terdapat empat 

korban yang meninggal dunia dan selebihnya dinyatakan mengalami luka-luka. 

Pihaknya juga memastikan korban selamat dan luka-luka mendapatkan perawatan 

di Rumah sakit.10” 

“Dari hasil wawancara penulis bersama para pemilik Speedboat, menurut 

keterangan, Muhammad Ajay mengatakan, pemberian tiket yang seharusnya 

diberikan kepada penumpang pada saat penumpang menggunakan angkutan 

speedboat tidak ada, senyatanya memang tiket sudah pernah digunakan tetapi 

sudah sekitar lima tahun tiket tidak lagi digunakan untuk penumpang dikarenakan 

pemilik angkutan tidak merasa manfaat dalam penggunaan tiket.11Sementara itu 

 
9Ariadi, “4 Korban Kecelakaan Speedboat Di Sungai Musi Ditemukan Tewas”, 

Https://Regional.Kompas.Com/Read/2018/06/02/Korban Kecelakaan Speedboat Di Sungai Musi Ditemukan 

Tewas. Diakses Pada 24 Oktober 2018, Pukul 23.03 WIB. 
10Irwanto, “4 Korban Tewas Dan Hilang Usai Tabrakan Speedboat Di Palembang Di Pasutri”, 

Https://Www.Merdeka.Com/Peristiwa/4-Korban-Tewas-Hilang-Usai-Tabrakan-Speedboat-Di-Palembang-

Adalah-Pasutri.Html. (Diakses Pada 15 Oktober 2018, Pukul 08.59 WIB). 
11Wawancara dengan Pemilik Angkutan Muhammad Ajay, Tanggal 18 September 2018 Di Dermaga 

Bekangdam Palembang.   

https://www.merdeka.com/peristiwa/4-korban-tewas-hilang-usai-tabrakan-speedboat-di-palembang-adalah-pasutri.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/4-korban-tewas-hilang-usai-tabrakan-speedboat-di-palembang-adalah-pasutri.html


 

 

menurut keterangan pemilik speedboat, Abdul Ali mengatakan, seluruh pemilik 

speedboat yang beroperasi di Sungai Musi tidak memberikan tiket kepada 

penumpang, sudah lama tiket tidak digunakan karena menurutnya penggunaan tiket 

menghabiskan waktu yang cukup lama dalam pemberian tiket kepada penumpang 

(kurang efesiensi waktu). Persoalan harga angkutan Speedboat, harga yang 

ditentukan tergantung kesepakan diantara penumpang dan pemilik angkutan 

berdasarkan dilihat dari seberapa jauh trayek ke tempat tujuan penumpang.12” 

“Berdasarkan peristiwa ini, pengawasan yang diberikan PT. Jasa Raharja 

atas Pemilik angkutan yang seharusnya memberikan tiket penumpang senyatanya 

tidak berjalan, pemilik angkutan tidak mengikuti aturan memberian tiket terhadap 

penumpang. Berdasarkan Pasal 2 UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana 

Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang menyebutkan “bahwa hubungan 

hukum pertanggungan wajib kecelakaan penumpang diciptakan antara iuran dana 

dan penguasa dana”. Pada dasarnya iuran dikumpulkan dari hasil tiket yang 

dibayarkan yaitu sejumlah premi setiap bulannyakepada asuransi PT. Jasa Raharja, 

sebagai alat pembuktian bagi penumpang, sangat merugikan bagi penumpang yang 

harus membuktikan terlebih dahulu atas dirinya penumpang yang sah dikarenakan 

tidak memiliki tiket berangkutan.Terhadap kondisi demikian, penumpang yang 

tidak memiliki tiket tidak memiliki hubungan hukum pertanggungan wajib 

 
12 Wawancara dengan Pemilik Angkutan Abdul Ali, Tanggal 18 September 2018 Di Dermaga 

Bekangdam Palembang. 



 

 

kecelakaan, secara tidak langsung menimbulkan opini bahwa peranan tiket sebagai 

syarat alat pembuktian begitu besar.” 

   “Pada dasarnya, pemerintah pihak yang berkedudukan sebagai penguasa 

dari seluruh kumpulan iuran-iuran yang terkumpul. kumpulan iuran-iuran ini 

menurut Pasal 1 huruf (c) UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan 

Wajib Kecelakaan Penumpang disebutkan “Dana pertanggungan wajib kecelakaan 

penumpang ialah dana yang terhimpun dari iuran-iuran, terkecuali jumlah yang 

akan ditetapkan oleh menteri untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan 

penumpang.” 

   “Pihak penanggung (penguasa dana) pada suatu saat akan memberikan 

penggantian kerugian yang diambil dari dana yang dikuasainya jika terjadi 

evenement itu mengakibatkan kerugian. Kerugian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) 

golongan menurut Pasal 3 Sub C Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964  yaitu :  

a. Kematian; 

b. Cacat tetap.13” 

 

“Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mencoba untuk 

mengetahui tentang sejauh mana tanggung jawab bagi penumpang yang menjadi 

korban kecelakaan angkutan sungai yaitu speedboat. Oleh kerena itu, penulis 

mengangkat permasalahan penelitian berjudul : 

 
13Ibid., Hlm. 167.  



 

 

TANGGUNG JAWAB ASURANSI JASA RAHARJA TERHADAP KORBAN 

KECELAKAAN KAPAL ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 1964 

TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN 

PENUMPANG.” 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis mengangkat beberapa 

permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana hubungan hukum PT. Jasa Raharja sebagai penanggung terhadap 

pemilik angkutan speedboat tidak memberikan tiket kepada penumpang 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan 

Wajib Kecelakaan Penumpang?  

2. Bagaimana tanggung jawab PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan angkutan 

speedboat yang tidak dapat memiliki tiket sebagai bukti pembayaran penumpang di 

Sungai Musi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui hubungan hukum PT. Jasa Raharja sebagai penanggung 

terhadap pemilik angkutan speedboat tidak memberikan tiket kepada 



 

 

penumpang berdasarkan UU No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan 

Wajib Kecelakaan Penumpang. 

2. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Jasa Raharja terhadap korban 

kecelakaan angkutan speedboat yang tidak dapat memiliki tiket sebagai bukti 

pembayaran penumpang di Sungai Musi. 

D. Manfaat Penelitian 

“Adapun dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu 

sebagai berikut :  

1. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademisi dan pengembangan 

ilmu hukum guna menambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Asuransi 

mengenai hak korban kecelakaan penumpang angkutan sungai dan 

danauasuransi PT. Jasa Raharja (Persero)  yang lebih baik. 

2. Manfaat praktik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat mengetahui sejauh mana 

kewajiban asuransi PT. Jasa Raharja memberikan pertanggung jawaban dalam 

memberikan pelayanan terhadap masyarakat  dan secara teknik pelaksanaan 

penyaluran santunan PT. Jasa Raharja kepada korban dan ahli waris korban 

kecelakaan angkutan sungai dan danau.” 

 

 

 



 

 

E. Ruang Lingkup 

   “Penelitian skripsi ini menitikberatkan pada permasalahan yang akan 

dibahas yaitu mengenai hubungan hukum PT. Jasa Raharja sebagai penanggung 

terhadap pemilik angkutan speedboat tidak menggunakan tiket kepada penumpang 

berdasarkan UU No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib 

Kecelakaan Penumpang dan tanggung jawab PT. Jasa Raharja (persero) terhadap 

korban kecelakaan angkutan speedboat yang tidak dapat menunjukan tiket sebagai 

bukti pembayaran penumpang di sungai musi.” 

 

F. Kerangka Teori 

Penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep yaitu sebagai berikut : 

1. Teori Tanggung Jawab 

“Didalam tanggung jawab pengangkut terdapat tiga macam prinsip-prisip 

tanggung jawab hukum antara lain, yaitu : 

a. Tanggung Jawab Praduga Bersalah  (Presumption of Liability) 

Prinsip tanggung jawab atas dasar praduga yang menyatakan bahwa 

pengangkut selalu dianggap bertanggung jawab karena adanya perjanjian 

pengangkutan. Dalam hal ini pengangkutan dapat bebas dari tanggung 

jawabnya untuk membayar ganti kerugian maka beban pembuktian ada 

pada pengangkut artinya pengangkut harus dapat membuktikan bahwa 

dirinya tidak bersalah.14 

 
14Ibid., Hlm. 9. 



 

 

b. Tanggung Jawab Hukum atas Kesalahan (based of fault liability) terdapat 

dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang 

berbunyi Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian yang 

disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian orang yang karena 

salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal 

tersebut yang dikenal sebagai tindakan melawan hukum 

(onrechtmatigedaad) berlaku umum terhadap siapa pun, termasuk 

perusahaan transportasi.15 Menurut Pasal tersebut setiap perbuatan melawan 

hukum yang menimbulkan kerugian (to compensate the damage). 

Berdasarkan ketentuan tersebut setiap orang harus bertanggung jawab 

(liable) secara hukum atas perbuatan sendiri artinya apabila karena 

perbuatannya mengakibatkan kerugian kepada orang lain, maka orang 

tersebut harus bertanggung jawab (liable) untuk membayar ganti kerugian 

yang diderita.16 Tanggung jawab atas dasar kesalahan harus memenuhi 

unsur-unsur, adanya kesalahan, kerugian, dan kerugian tersebut ada 

hubungannya dengan kesalahan.17 

c. Tanggung Jawab Hukum Tanpa Bersalah (legal liablity without fault) atau 

tanggung jawab hukum mutlak (absolue liability or strict liability) 

didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, 

artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas 

 
15Sarfina Linaty, Op. Cit., hlm.13. 
16Op.Cit., H.K. Martono Dan Eka Budi Thahjono, hlm. 168.  
17Ibid., hlm. 169.  



 

 

kerugian yang timbul akibat perbuatannya.18 Menurut prinsip ini, 

pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul 

dalam pengangkutan yang diselenggarakan tanpa keharusan pembuktian ada 

tidaknya kesalahan pengangkut.19 Yang dimaksud dengan tanggung jawab 

mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku 

perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam 

melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan ataupun tidak, 

dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, 

meskipun dalam melakukan perbuatannya itu dia tidak melakukannya 

dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kekurang hati-

hatian, atau ketidakpatutan.20” 

 

2. Teori Sebab Akibat  

“Hubungan sebab akibat pada asuransi yaitu penanggung hanya wajib 

membayar ditanggung ganti rugi, apabila kerusakan atau kerugian yang 

disebabkan oleh peristiwa telah diperjanjikan.21 Ada beberapa teori sebab 

akibat yang dikelompokkan antara lain, yaitu : 

 
18Sarfina Linaty, Op. Cit., hlm.13. 
19Aishkuw,”Prinsip Tanggung Jawab Pengakut Dalam Hukum Pengangkutan”, 

Http://Aishkhuw.Blogspot.Com/2010/10/Prinsip-Tanggung-Jawab-Pengangkut-Dalam.Html (Diakses Pada 

28 September 2018, Pukul 09.49 WIB). 
20Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2005, hlm. 173  

        21Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, 

hlm.2 

http://aishkhuw.blogspot.com/2010/10/prinsip-tanggung-jawab-pengangkut-dalam.html


 

 

1. Teori syarat yang tidak dapat dihindari (Conditio Sine Qua Non) 

Menurut teori ini bahwa setiap fakta atau peristiwa merupakan suatu hal 

yang tidak dapat ditiadakan, tanpa meniadakan kerugian itu sendiri, sehingga 

dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanpa kenyataan/fakta termaksud, 

kerugian tidak akan terjadi. Setiap faktor memiliki nilai yang sama dan 

sederajad tidak membedakan faktor syarat dan faktor penyebab. Jika salah satu 

syarat tidak ada maka akan menimbulkan peristiwa yang lain. Jadi, bahwa 

setiap kenyataan yang terjadi merupakan penyebab dalam arti yuridis.22” 

 

2. Teori keseimbangan (Adequate)  

“Teori ini berpendapat bahwa suatu peristiwa merupakan penyebab 

kerugian apabila terdapat hubungan yang wajar atau pantas dengan kerugian, 

yaitu suatu akibat yang akan pantas dan patut diduga berdasarkan peraturan 

atau pengalaman yang ada atau berdasarkan kepantasan pendapat ini 

menimbulkan berbagai kesulitan untuk menentukan suatu peralihan di antara 

rentetan fakta yang terjadi. Apabila rentetan fakta yang pantas tersebut adalah 

yang paling jauh maka dapat berkembang sebagai teori sebab akibat yang 

terjauh atau dikenal dengan “causa remota”.23” 

 

3. Teori Pembebasan 

 
22Ibid., hlm. 114 
23Ibid., hlm. 114  



 

 

“Teori ini menekankan sifat normatif dari suatu hubungan sebab akibat 

yang bersifat yuridis, artinya di antara peristiwa-peristiwa dan kerugian harus 

ada atau terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa, sehingga sesuatu 

kerugian menurut keadilan adalah sebagai akibat dari suatu peristiwa yang 

dapat dibebankan kepada seseorang yang bertanggung jawab.24” 

 

3. Teori Ganti Kerugiaan  

“Fungsi asuransi adalah mengalihkan atau risiko yang kemungkinan diderita 

atau dihadapi oleh tertanggung karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Oleh 

karena itu, besarnya ganti kerugian yang diterima oleh tertanggung harus seimbang 

dengan kerugian yang dideritanya. Hal ini merupakan inti dari dari prinsip ganti 

kerugian atau prinsip indemnitas. Prinsip ini tercermin dari pasal dari Pasal 246 

KUH Dagang, yaitu pada bagian  kalimat “untuk memberikan penggantian 

kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak 

tertentu.”” 

4. Teori Kepastian Hukum  

 “Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan 

yaitu unsur keadilan, unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan.25Asas 

kepastian hukum yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan 

 
24 Sri Rejeki Hartono, Op.cit., hlm 115.  
25Penegakan Hukum, Http://Wonkdermayu.Wordpress.Com./Kuliah-Hukum/Penemuan-Hukum-

Ataurechtsving, Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2018, Pukul 14.40 WIB. 

http://wonkdermayu.wordpress.com./kuliah-hukum/penemuan-hukum-ataurechtsving
http://wonkdermayu.wordpress.com./kuliah-hukum/penemuan-hukum-ataurechtsving


 

 

Peraturan Perundang undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan 

penyelenggara Negara.26 Kepastian hukum merupakan perlindungan yang 

diberikan oleh hukum terhadap tindakan sewenangwenang, yang berarti seseorang 

akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.27 Setiap 

orang yang mengalami kecelakaan mengharapkan adanya kepastian hukum karena 

dengan adanya kepastian hukum korban tersebut akan merasa ringan dan aman 

sebab ada jaminan. Jaminan yang diberikan oleh Negara melalui BUMN 

perusahaan perseroan asuransi sosial yaitu PT. Jasa Raharja dengan cara 

memberikan santunan.” 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Mengingat pentingnya 

metode penelitian bagi penulis dalam menentukan, dan menganalisa suatu 

masalah maka dalam menentukan skripsi ini, penulis menggunakan metode 

empiris yang berasal dari kata empiris berarti hukum sebagai kenyataan sosial, 

kultural atau das sein (senyatanya), karena dalam penelitian ini digunakan data 

primer yang diperoleh dari lapangan.28 Jadi, pendekatan empiris dalam 

 
26Kepastian Hukum, Http://Www.Scribd.Com/Doc/46240963/Asaskepastian-Hukum, Diakses Pada 

Tanggal 15 Oktober 2018, Pukul 15.00 WIB. 
27Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta.1988, hlm. 58.  
28Anonim, Pengertian Penelitian Yuridis Empiris, Https://Www.Scribd.Com/Pengertian-Penelitian-

Yuridis-Empiris, Diakses Tanggal 16 Oktober 2018, Pukul 22.03 WIB.  

http://www.scribd.com/doc/46240963/AsasKepastian-Hukum
https://www.scribd.com/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris
https://www.scribd.com/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris


 

 

penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan 

dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum(yang merupakan data 

sekunder) dengan data primer.29 Bahan-bahan yang diperoleh di lapangan yang 

berkaitan dengan PT. Jasa Raharja, Dinas Perhubungan Kota Palembang dan 

Pemilik Angkutan. 

a. Sumber Data 

Sumber Data menurut Nasution menunjukkan pada pengertian tempat atau 

lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, 

tempat dan kegiatan yang dapat di observasi. Penelitian ini dilakukan di 

Sungai Musi Palembang. Adapun sumber data yang  terkait didalam 

penelitian ini yaitu : PT. Jasa Raharja, Dinas Perhubungan dan Masyarakat 

sebagai penumpang transportasi angkutan Sungai dan Danau 

.  

b. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.30 Dalam Penelitian 

ini populasi yang digunakan penulis ialah perwakilan staf legal PT. Jasa 

Raharja kantor wilayah Palembang, perwakilan staf Dinas Perhubungan 

 
29Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatutinjauan Singkat. . Jakarta: 

Rajawali Pers. 1985. hlm,52. 
30Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualiatif, dan R&D. Bandung: PT. Alfabet. 2017. 

hlm.80. 



 

 

Kota Palembang dan pemilik angkutan Speedboat serta penumpang di 

daerah sungai musi Palembang.  

Berikut karakteristik informan atau narasumber: 

1. Hilman selaku Perwakilan Staf PT. Jasa Raharja Kota Palembang; 

2. Deni Rudihara selaku Perwakilan Dinas Perhubungan Kota Palembang; 

3. Muhammad Ajay selaku Perwakilan Pemilik Angkutan Speedboat; 

4. Abdul Ali selaku Perwakilan Pemilik Angkutan Speedboat; 

5. Wahyudi selaku Perwakilan Penumpang Angkutan Speedboat; serta 

6. Ihsan selaku Perwakilan Penumpang Angkutan Speedboat.” 

 

a. Sampel  

“Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.31 Penetapan sampel penelitian dilakukan dengan cara purposive 

sampling, yaitu mengambil data dan keterangan dari instansi dan perwakilan 

pemilik angkutan dengan melakukan wawancara. Penelitian secara 

purposive sampling ini dilakukan pada PT. Jasa Raharja wilayah 

Palembang, Dinas Perhubungan Kota Palembang dan pemilik angkutan 

Speedboat di daerah sungai musi Palembang.” 

2. Metode Pendekatan 

“Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan, yaitu : 

1. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) 

 
31Ibid., hlm.81.  



 

 

Pendekatan perundang-undangan atau statute approachyaitu suatu metode 

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta memperlajari semua 

peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu 

hukum yang diterliti.32 

2. Pendekatan Kasus (case Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang 

berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang telah 

memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang 

dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk 

sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi 

dalam memecahkan isu  hukum yang dihadapi.33 

 

3. Pendekatan Konseptual (conceptual Approach) 

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 

yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting 

sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam 

ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum 

ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan 

 
32Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2005, hlm. 

136.  

 
33Ibid., 158  



 

 

memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, 

konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.34” 

 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber aslinya, dari segi bentuk, data itu penelitian yang secara langsung itu 

apa adanya dan tidak ditambahkan dengan kata-kata.35 Adapun data primer 

yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak 

berwenang dalam hal ini mencakup PT. Jasa Raharja Kota Palembang, Dinas 

Perhubungan Kota Palembang, dan Pemilik Angkutan serta Penumpang.” 

b. Data sekunder adalah data yang terdiri atas dokumen-dokumen resmi, buku-

buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.36 Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder.  Adapun data sekunder yang 

digunakan yang disebut bahan hukum terbagi menjadi: 

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 

atau artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari 

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.37 Dalam hal yaitu : 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). 

 
34Bahrer Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Penerbit Maju, 2008, hlm. 115. 
35Suharsismi Arikunto, Prosedur Penelitian, cet. XII. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, hlm.47.  
36 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm.106. 
37Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Penada Media Group. 2005, hlm. 

141. 



 

 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). 

3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. (Lembaran 

Negara Republik Indonesia. Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849). 

4) Undang - Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618). 

5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan 

Wajib Kecelakaan Penumpang.(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2720). 

2. Bahan hukum sekunder yang digunakan yang disebut bahan hukum 

mencakup yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum 

primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum 

primer adalah buku-buku, artikel, jurnal hukum, rancangan peraturan 

perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil 

penelitian, yang tentunya mempunyai relevansi dengan apa yang hendak 

diteliti.38 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat 

menambah penjelasan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum 

 
38Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. PT. Refina Aditama, 

Jakarta, 1990, hlm. 12 



 

 

primer dan sekunder seperti dengan menggunakan kamus besar maupun 

kasus umum, website internet dan lain-lain.39” 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 “Dalam teknik pengumpulan Data hukum yang digunakan adalah data 

kepustakaan dan data lapangan. Studi kepustakaan dalam hal ini disebut data 

kepustakaan yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier berdasarkan topik permasalahan.40” 

 “Penelitian di lapangan yaitu dalam hal ini untuk mendapat penelitian 

informasi data-data secara langsung mengenai topik permasalahan dengan 

melakukan observasi untuk mengamati pergerakan angkutan sungai dan 

wawancara kepada responden terhadap pelaku usaha (pemilik) dan pihak 

asuransi yaitu PT. Jasa Raharja wilayah Palembang.” 

 

 

 

5. Analisis Data 

  “Analisis Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, 

 
39Peter Mahmud Marzuki, Op.cit., hlm. 142. 
40Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 51.  



 

 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang 

dapat diceritakan kepada orang lain.41” 

  “Dalam penelitian ini penulis menganalisis bahan-bahan hukum yang 

berada di kepustakaan dan dari lapangan. Sehingga mendapatkan kesimpulan 

yang tersusun dari permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.” 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 “Penarikan kesimpulan pada penelitian ini akan penulis terapkan melalui 

metode induktif. Metode induktif ini adalah metode penarikan kesimpulan yang 

didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu 

kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan-permasalahan 

yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.42” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Ed. Rev. Remaja Rosdakarya. Jakarta. 2010, 

hlm. 248 
42Bambang Marhijanto, Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer, Bintang Timur, Jakarta, 1995, 

hlm. 86 
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